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Tugas dan Fungsi

Merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertugas
mempersiapkan bahan dan rumusan peraturan perundangan berikut petunjuk pelaksanaan peraturan perundangan,
memberikan bantuan hukum penanganan dan penyiapan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan
pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang
negara dan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Dengan demikian, Direktorat Hukum dan Informasi pada DJKN memiliki dua fungsi utama dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan visi dan misi DJKN, yaitu fungsi di bidang hukum dan fungsi di bidang informatika.

Dua Bidang Utama : Hukum dan Informatika

Di bidang hukum, Direktorat Hukum dan Informasi melaksanakan pengharmonisasian dan penyusunan peraturan
perundangan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara,
dan pelaksanaan lelang, termasuk di dalamnya kegiatan koordinasi penyusunan rancangan peraturan, evaluasi
terhadap pelaksanaan peraturan, publikasi dan pengelolaan dokumen hukum, penyiapan petunjuk pelaksanaan
pemberian bantuan hukum, dan pelaksanaan bantuan hukum.

Sedangkan di bidang informatika, Direktorat Hukum dan Informasi melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; pengolahan data, layanan
informasi dan pengelolaan pusat informasi, pelaksanaan bimbingan teknis sistem informasi, penyusunan manual
sistem dan dokumentasi program aplikasi, dan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer.

Peran Direktorat Hukum dan Informasi Dalam Melaksanakan Pengelolaan
Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang

Pengelolaan kekayaan negara merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang tidak disclaimer. Melalui reorganisasi di lingkungan Departemen
Keuangan, melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 dibentuklah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penekanan tugas dan fungsi pada unit kerja yang baru di bidang pengelolaan kekayaan negara menunjukkan bahwa
unit kerja yang baru tersebut tidak lagi hanya menekankan pada bidang pengurusan piutang negara dan pelayanan
lelang, namun memberikan arti yang lebih luas di bidang peraturan perundangan maupun informasi yang
dibutuhkan, yaitu dalam hal menyediakan bahan perumusan dan pengharmonisasian peraturan perundangan dan
melakukan bantuan terkait dengan penanganan perkara, serta menyediakan sarana dan prasarana teknologi dan
sistem informasi yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan demikian, peran Direktorat Hukum
dan Informasi menjadi sangat penting agar peraturan perundangan yang dikeluarkan DJKN maupun infrastruktur
teknologi dan system informasi yang digunakan dapat mendorong terciptanya neraca asset nasional yang
komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu melalui kajian-kajian di bidang perturan perundangan dan di
bidang hukum lainnya secara mendalam serta pengembangan dan pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi
yang mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masayarakat di bidang pengelolaan kekayaan pegara, penilaian,
pengurusan piutang negara maupun lelang.
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